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01

03

02

04Perusahaan diduga mengoperasikan kendaraan yang tidak 
dilengkapi dokumen kendaraan yang dipersyaratkan

Kendaraan angkutan barang/tambang menggunakan 
jalan umum

Menindaklanjuti perintah Bapak Presiden RI, Menteri 
Perhubungan, Korlantas Polri untuk penindakan 
kendaraan ODOL

Over Dimension merupakan tindak pidana kejahatan, 
Over Loading merupakan tindak pidana pelanggaran
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LATAR BELAKANG

05

07

06

Adanya potensi hilangnya Pendapatan Negara (PAD 
dan PNBP)

Belum terpenuhinya aspek keselamatan LLAJ yang 
dibuktikan dengan dokumen kendaraan (SUT, SKRB, SRUT, 
STNK, KIR)

Belum adanya data pasti jumlah kendaraan angkutan 
barang/tambang yang dioperasikan di Kabupaten 
Purwakarta
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MAKSUD DAN TUJUAN SOSIALISASI

01

02

01

02Adanya data jumlah unit kendaraan yang 
dioperasikan akurat Terciptanya keamanan dan keselamatan LLAJ

Dilengkapi dengan dokumen kendaraan 
yang sah

Tidak Over Dimension dan Over Loading 
(ODOL)

03 03Memenuhi kewajiban pembayaran PAD/PNBP 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan 
perusaahaan angkutan barang

MAKSUD SOSIALISASI : TUJUAN SOSIALISASI :

Agar Kendaraan Angkutan Barang yang dioperasikan:
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UU. 22 Tahun 2009

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Permenhub No. 23 Tahun 2021

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang
Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

DASAR HUKUM 

Peraturan Pemerintah  55 Tahun  2012

Tentang Kendaraan

Permenhub No. 19 Tahun 2021

Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Permenhub No. 60 Tahun 2019

Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan 
Kendaraan Bermotor di Jalan

Perdirjen No. 1 Tahun2022

Tentang Tata Cara Layanan Uji Tipe 
Kendaraan Bermotor secara Online
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Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 18 
Tahun 2021 
Tentang tentang Pengawasan Muatan Angkutan 
Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan 
Kendaraan Bermotor di Jalan
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Persyaratan Teknis Persyaratan Laik Jalan

PP 55 Tahun 2012 
Tentang Kendaraan 

Pasal 6
(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang 
dioperasikan di jalan harus memenuhi 
persyaratan teknis. 
(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas: 
a. susunan; 
b. perlengkapan; 
c. ukuran; 
d. karoseri; 
e. rancangan teknis peruntukannya; 
f. pemuatan; 
g. penggunaan; Kendaraan sesuai dengan 
h. penggandengan Kendaraan Bermotor; 
dan/atau 
i. penempelan Kendaraan Bermotor. 
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PP 55 Tahun 2012 
Tentang Kendaraan 

Pasal 64 
(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di 
jalan harus memenuhi persyaratan laik jalan. 
(2) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kinerja minimal 
Kendaraan Bermotor yang paling sedikit meliputi: 
a. emisi gas buang; 
b. kebisingan suara; 
c. efisiensi sistem rem utama; 
d. efisiensi sistem rem parkir; 
e. kincup roda depan; 
f. suara klakson; 
g. daya pancar dan arah sinar lampu utama; 
h. radius putar; 
i. akurasi alat penunjuk kecepatan; 
j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan 
k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat 
Kendaraan. 

PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN 
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG/TAMBANG
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PM 60 TAHUN 2019 TENTANG (PENYELENGGARAAN ANGKUTAN 
BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN)
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PASAL 8
•  Berat muatan tidak melebihi daya 

yang diangkut;
•  Tinggi muatan tidak melebihi tinggi 

bak muatan tertutup diukur dari 
permukaan tanah paling tinggi 4.200 
(empat ribu dua ratus) milimeter dan 
tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) 
kali lebar Kendaraan Bermotor; dan

• Tata cara penempatan dan 
pengikatan muatan barang di Mobil 
Barang harus disusun dengan baik 
sehingga beban terdistribusi secara 
proposional dan harus sesuai dengan 
sifat dan karakteristik barang serta 
diikat dengan kuat.

Tata Cara Muat
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN 

PURWAKARTA



DAMPAK KENDARAAN ODOL

• Merusak jalan lebih cepat dari umur 
rencana.

• Meningkatkan risiko kecelakaan 
karena truk sulit dikendalikan dan 
pengereman tidak optimal.

• Membahayakan pengguna jalan 
lain.

• Biaya perawatan jalan meningkat 
akibat kerusakan dini.

• Mengganggu kelancaran lalu lintas 
terutama di jembatan dan jalan 
sempit.

• Peningkatan Polusi Udara.
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AKAR MASALAH
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FAKTOR PENDORONG
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Objek dan Sasaran Sosialisasi
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Pelaksanaan Penegakan Hukum
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Pelaksanaan Penegakan Hukum
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Pelaksanaan Penegakan Hukum
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PURWAKARTA ALUR PENERBITAN SUT, SKRB, DAN SRUT

ATPM/ IMPORTIR

Pemilik 
Kendaraan

PM. 23 Tahun 2021

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan 
Bermotor

Direktorat Jendral 
Perhubungan Darat (Balai 
Pengujian Laik Jalan dan 

Sertifikasi Kendaraan 
Bermotor)

Sertifikat Uji 
Tipe (SUT)

Direktorat Jendral 
Perhubungan Darat 
(Direktorat Sarana)

Surat Keputusan 
Rancang Bangun 

(SKRB)

Sertifikat 
Registrasi Uji 
Tipe(SRUT)

STNK

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN 

PURWAKARTA



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN 

PURWAKARTA CONTOH SUT, SKRB, DAN SRUT

PM. 23 Tahun 2021

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan 
Bermotor

Sertifikat Uji 
Tipe (SUT)

Surat Keputusan 
Rancang Bangun 

(SKRB)

Sertifikat 
Registrasi Uji 
Tipe(SRUT)
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PERDIRJEN No. PR-DRJD 1 Tahun 2022
Tata Cara Penerbitan SUT Untuk Kendaraan Bermotor secara Online

PEMOHON

▪  Registrasi di portal 
VTA online 

▪ (ATPM/Importir)

PEMOHON VERIFIKATOR VERIFIKATOR

PEMOHONBPLJSKB

▪ Melaksanakan 
Pengujian Tipe 
Kendaraan Bermotor

▪ BPLJSKB (Balai 
Pengelola Laik Jalan 
dan Sertifikasi 
Kendaraan Bermotor)

▪ Verifikasi dokumen 
legalitas

▪ (Direktorat Sarana)

▪ Approval User

▪ (Direktorat Sarana)

▪ Upload dokumen 
legalitas

▪ (ATPM/Importir)

▪ Menentukan Jadwal 
Pengujian Tipe 
kendaraan Bermotor

▪ (ATPM/Importir)

Setelah dinyatakan 
lulus uji , maka 

terbitlah Sertifikat 
Uji Tipe (SUT)

DIRJENHUBDAT

(LULUS UJI)

(TIDAK LULUS UJI )
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ALUR PENERBITAN SRUT

Karoseri membuat bak kendaraan sesuai SKRB 
(Surat Keputusan Rancang Bangun)

Karoseri mengajukan permohonan untuk cek 
fisik di Balai Pengelola Transportasi Darat 

(BPTD)

Kendaraan Jadi

Petugas BPTD Melakukan Cek fisik

Berdasarkan BAP, Direktorat 
Jenderal Perhubungan Darat 

menerbitkan SRUT 
(Sertifikat Registrasi Uji Tipe)

Kendaraan didaftrakan ke 
Samsat untuk penerbitan 

STNK

Pemilik Kendaraan 
Membawa Kendaraan 
berupa landasan ke 

karoseri

Balai Pengelola Transportasi 
Darat Menginput hasil cek fisik 
di Website Uji Tipe (Direktorat 
Jenderal Perhubungan Darat)

PM. 23 Tahun 2021

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan 
Bermotor

sesuai
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TATA CARA DAN PROSEDUR 
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

PEMOHON

▪ Kendaraan didaftarkan 
pada Unit Pelaksana Uji 
Berkala di daerah 
tempat kendaraan 
bermotor diregistrasi

PENDAFTARAN
VERIFIKASI 

BERKAS

PENGUJIAN

TEKNIS

HASIL UJILULUS UJI

▪  Pemilik Kendaraan akan 
diberikan Sertifikat 
Lulus Uji, BLU-e, dan 
Stiker (RFID)

▪ Persyaratan Teknis 
(Pra Uji)

▪ Laik Jalan

▪ Pengajuan 
permohonan 
pendaftaran Uji 
Berkala

▪ Tidak Lulus Uji

▪ Lulus Uji

▪ Untuk kendaraan 
baru : SRUT, STNK, 
dan KTP pemilik

▪ Untuk kendaraan 
lama: BLU-e, STNK, 
dan KTP pemilik 

▪ Uji berkala untuk 
kendaraan bermotor 
dilakukan setiap 6 
(Enam) bulan sekali
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SELESAI
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TAHAP 1 SOSIALISASI( SEPTEMBER 2026)
Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan bersama dengan 
stakeholders terkait akan melakukan sosialisasi melalui media sosial maupun 
media massa lainnya kepada pelaku industri dan pelaku jasa pengangkutan 
barang terkait dengan penananganan ODOL.

TAHAP 2 PERINGATAN (OKTOBER 2026)
Pelanggaran yang ditemui oleh pihak berwenang di jalan akan diberikan 
peringatan dan informasi kepada pihak jasa pengangkutan bahwa jika masih 
melakukan pelanggaran terkait dimensi muatan lebih, maka selanjutnya akan 
dilakukan penegakan hukum.

TAHAP 3 PENINDAKAN (NOVEMBER 2026)
Pelanggaran yang ditemui oleh pihak berwenang di temapt pelaksanaan 
gerakan penegakan hukum akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku.

Time Line Penanganan Kendaraan ODOL 
(Over Dimension And Over Loading)
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TERIMA KASIH

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN 

PURWAKARTA


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16: ALUR PENERBITAN SUT, SKRB, DAN SRUT
	Slide 17: CONTOH SUT, SKRB, DAN SRUT
	Slide 18: PERDIRJEN No. PR-DRJD 1 Tahun 2022 Tata Cara Penerbitan SUT Untuk Kendaraan Bermotor secara Online
	Slide 19: ALUR PENERBITAN SRUT
	Slide 20:  TATA CARA DAN PROSEDUR  PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
	Slide 21
	Slide 22

